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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintahs
itulah maka 1P \tah membentuk! sistem adm an birokrasi dari

Pemerintah

2. Fungsi Pemberdayaan

3. Fungsi Pembangunan’

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu
sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar untuk

mencapai tujuan bersama. Negara mengakui dan menghormti satuan-satuan

'UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
% Ndraha, 2010, Kybernologi, [lmu Pemerintahan Baru Jilid 1



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa, serta

negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

politik dan ads o ~ menge egara pada semua
dan lembaga-
mengutarakan

kewajiban dan

Urusan pemerintahan umum.
1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Adapun
Urusan-urusan Pemerintahan Absolut terdiri dari :

a. Politik Luar Negri

*Munaf Yusri,2016,Hukum Administrasi Negara,Pekanbaru. Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau. Perhentian Marpoyan Damai.
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Pertahanan

Keamanan

Yustisi atau Peradilan
Moneter dan fiskal Nasional
Agama

san Pemerintahan
ovinsi dan

Konkuren

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
i. Perhubungan

j. Komusikasi dan Informatika

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

l. Penanaman Modal

m. Kepemudaan dan Olahraga

n. Statistik

0. Persandian

p. Kebudayaan

g. Perpustakaan
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b. Urusan Pilihan

- Kelautan dan Perikanan
- Pariwisata
- Pertahanan

masyarakat, baik dalam ber asa ataupun | ansparansi dan

standarisasi

mengurangi bahkan menghapuska 1dak resmi.
Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

1.  Tenaga kerja;

2. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

* Ibid. Pasal 9 ayat 2
*Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tetang Percepatan Pemberantasan Korupsi
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Pangan;
Pertanahan;
Lingkungan hidup;

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

: “‘%\,E

3.
4.
3.
6.
7.

i i

0
-
"]

pelayanan publik maka melalu enteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan, Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian

kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau dan
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terukur, adapun prinsip standar pelayanan dari PANRB Nomor 15 Tahun 2014

tentang pedoman standar pelayanan yaitu :

1. Sederhana, standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah

Keadilan, standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan
yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda
status ekonomi, jrak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas
fisik dan mental.

Pelayanan Publik diterbitkan untuk membangun kepercayaan masyarakat

atas pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara agar supaya
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seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara, selain itu juga sebagai

upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga Negara serta

terwujudnya tanggung jawab penyelenggara negara dalam penyelenggaraan

Dijelaskan Pula tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar

Pelayanan Minimal, Prinsip-prinsip Standar Pelayanan Minimal :

1.

2.

Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai alat Pemerintah dan
Pemerintah Daerah untuk menjamin akses urusan wajib.

Standar Pelayanan ditetapkan oleh dan mutu pelayanan dasar
kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan

®Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

"Ibid pasal 14
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Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah

merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit mudah
terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta

Asas Penyelengg

undangan bahwa prinsip pelayanan itu :

SEYRXRASAnRE D=

Nk =

Kesederhanaan

Kejelasan

Kepastian waktu

Akurasi

Keamanan

Tanggung Jawab

Kelengkapan Sarana dan Prasarana

¥Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dijelaskan tentang pedoman penyusunan
dan penerapan Standar Pelayanan Minimal

Ibid
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8. Kemudahan Akses
9.  Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan.'

Selanjutnya tugas pokok Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

dalam Peraturan Bupati

sesuai dengan ketentuan pera undang-undangan. Dimana untuk
penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan adalah Pelaksana Perizinan dan Non
perizinan yaitu, pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada
organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dibidang perizinan dan Non perizinan Kabupaten Lingga .

%Peraturan perundang-undangan No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
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Tujuan dari Perizinan dan Non Perizinan adalah untuk memberikan

kepastian hukum dan kepastian berusaha, memberikan perlindungan hukum bagi

pemegang izin dan masyarakat, mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan

si Serta Tata

Kerja Dinas n Perdagangan

tAang

Kabupaten

2016. Dala

tamaa

diantaranya yaitu :''
a.  Sekretariat Daerah Tipe A merupakan unsur staf membantu Bupati

dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi

terhadap terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta

pelayanan publik.

“Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan
perangkat daerah
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b.  Sekretariat DPRDTipe A merupakan unsur pelayanan administrasi

dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

c. Inspektorat Tipe A merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

Tipe A

administrasi

4. 2 uvang Tipe B

Permukiman Tipe B
menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan Biang Pertanian;

6.  Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Tipe B menyelenggarakan

urusan permerintahan bidang petanian sub urusan tanaman pangan

dan holtikultura;
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7.

13.

14.

12

Dinas Peternakan dan Perkebunan Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan

sub urusan perkebunan;

masyarakat dan Desa.

Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian
pendudukan dan keluarga berencana;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang lingkungan hidup;
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15.

16.

13

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang perikanan;

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Badan Daerah terdiri dari ;
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi

penunjang penelitian dan pengembangan;
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2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A

melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan;

0 Aset Daerah Tipe A

.\
!“‘ .Qe o Sub  urusan

telah men; erbagai kebijakan dalas mbe elayanan kepada

masyarakat, terutame am peneliti: i bid Penanaman Modal,

Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati Lingga
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Perdagangan , bahwa dalam upaya untuk memberikan pelayanan publik maka

membutuhkan uraian tugas dan fungsi organisasi serta tata kerja jabatan struktural
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pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Lingga.

Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten

yadu Satu Pintu dan

5.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Perdadangan
Struktur Organisasi dan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Perdagangan Kabupaten Lingga mengacu pada peraturan Bupati

Kabupaten Lingga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan,
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Organisasi, Tugas dan Fungsi tata kerja perangkat daerah Kabupaten Lingga

terdiri dari :

N Dunn (1999:608) Evaluasi da akan dengan penaksiran,pemberian
angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai
atau manfaat Evaluasi kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan
dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai

dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Oleh sebab itu suatu

kebijakan tentang Pelayanan sudah selayaknya di Evaluasi.
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Dalam memperoleh pelayanan masyarakat sering dihadapkan dengan

kesulitan-kesulitan, seperti adanya beberapa fenomena- fenomena :

1. Terindikasi efektivitas dari Informasi Jenis-jenis perizinan yang

I. 2. Batasan Masalah

Penelitian tentang Evaluasi Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Lingga, dimana pada
Susunan Organisasi DPMPTSP Kabupaten Lingga, terdiri dari 6 struktur

organisasi oleh sebab itu peneliti hanya membatasi permasalahan khusus pada
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Bidang Pelayanan Terpadu, yang terdiri dari seksi perizinan dan penerimaan
berkas, seksi pengolahan dan pemberian izin dengan alasan bahwasanya

pelayanan merupakan unsur atau objek terpenting dari fungsi pemerintahan, oleh

‘ ‘ ntuk lebih khususnya
‘ ‘Hh\‘ .Oa . zin Usaha

i i : .@ eneliti hanya
P y

k menjelaskan
masalah atau isu : r rhas dan dianal da pembaca, secara
umum rumu

1 masalah yang

ada dilokasi itu yang menjadi

Apa hambatan Evaluasi Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten

Lingga?

I. 4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
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Untuk mengetahuiEvaluasi Pelayanan Pada Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten

Lingga.

Pelayanan

tu Pintu dan

Ea-
’
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BAB 11
KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA PEMIKIRAN

2.1  Kajian pustakaan

2 a .. .
terhadap warga negaranya”. Sementara itu Musanef mendefenisikan secara rinci
pengertian ilmu pemerintahan yaitu:

1. Suatu ilmu yang dapat mengusai dan memimpin serta menyelidiki
unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan
hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat dan
kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau

'Ndraha, Taliziduhu, 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Cetakan ke 2. Rineka Cipta,
Jakarta. Hal. 3

*Syafiie, Inu Kencana, 2013. llmu Pemerintahan (Edisi Revisi Kedua). Mandar Maju, Bandung. Hal
35

20
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2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik
dari setiap dinas umum sebagai kebulatan yang menyelidiki secara
sistimatis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi
pengawasan ke dalam dan ke luar, atau

3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya

] iperintah dapat diatur

guasa, sehingga
atnya untuk

permasalahan pemerintahz ir semenjak di annya manusia di atas muka

bumi ini. Bé : nengatakan bah Sip i 1g tertua adalah

1. T : yang' mempelajari bagaimana

berhubungan erat pemerintah wajib memenuhi kebutuhan yang
diperintah akan jasa publik dan layanan publik.
2. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan

organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam

*Ibid. Hal 32-33
*Syafiie,.Op. Cit. Hal 34
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melaksanakan organisasi-organisasi publik atau badan-badan publik

yang telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan.

3. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari prosedur, struktur

kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan

menjembatangi perbedaan perbedaan diantara mereka.’

> Munf, Yusri,2016. Hukum Administrasi Negara,Cetakan Pertama, Marpoyan Tujuh Publishing
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2.1.2 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan
Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pesiden Republik Indonesia Yang

yang dix 0 asa R“‘ .e# . han Daerah

dan Dewan

3. asas otonomi

4.

5. Indonesia

6. ang-Undang Dasar

Secara i c sebagai  kegiatan
penyelenggaraan Negara gt ) erikan ayanan dan perlindungan bagi

segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua
sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan
Negara ataupun Negara lain. Pemerintahan ini menyangkut kekuasaan dalam

bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.’

° Loc. Cit. HIm.3
7 Soehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Yogyakarta, Liberty, him.61
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Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada beberapa

asas. Adapun asas-asas tersebut meliputi :

a. Asas otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk

. Urusan tersebut berakibatlangsung kepada masyarakat.
2. Urusan yang secara langsung tidak memberikan dampak
kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan

pusat.

¥ Pasal 1 angka 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
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3. Urusan yang meningkatkan efesiensi dan efektif pelayanan yang
langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak

memerlukan keseragaman nasional.’”

2.1.3 Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik

Selanjutnya yang menyebuitkan bahwa kepala daerah, dan DPRD dibantu

oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada

asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :'’

I.

Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan ketentuan pcraturan perundang-undangan dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Tertib Penyelenggara Negara, tertib penyelenggara negara
merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
Kepentingan Umum, asas tersebut merupakan asas yang
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, dansselektif.

Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang - penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.
Proporsionalitas, asas proporsionalitas =~ adalah asas yang
mengutamakan = keseimbangan antarar hak dan  kewajiban
penyelenggara negara.

Profesionalitas,” asas  ‘yang.. mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Efisiensi, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan
sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil
kerja yang terbaik.

? Ibid, angka 9.
' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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9. Efektivitas, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan
berdaya guna.

10. Keadilan, asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam
penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara.''

suatu keadaan,
huan lain dan
gsi sebagai alat
mu pengetahuan
engoreksi, dan
mampu

dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan

di dalam negeri"’. Pendapat di atas menitik beratkan tujuan dari mempelajari ilmu

pemerintahan secara umum untuk memahami teori-teori, bentuk-bentuk dan

" Loc. Cit. HIm.3

""Ndaraha, Taliziduhu, 2017. Metodeologi Ilmu Pemerintahan (Cetakan Terbaru). PT. Rineka Cipta.
Jakarta. Hal 18

BSyafiie, Inu Kencana, 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT. Refika Aditama, Bandung. Hal
26
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proses penyelenggaraan pemerintahan dan mengaplikasi ilmu tersebut sesuai

dengan peranan yang dimiliki.

Ndraha penambahkan bahwa profesi pemerintahan merupakan

pendapat
pemerintah ilmu sehingga

mampu puan  dalam

ANy

menyeleng

LA T

pemerintahan yang berdaulat, rakyat yang menjadi warga negara dan wilayah

tempat berlakuknya kedaulatan pemerintahan itu'’. Memiliki makna yang sama
Djokosutono mengatakan bahwa negara dapat pula diartikan sebagai suatu
organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu

pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat yang bertindak demi

"Ndraha, Kybernologi dan Kepamongprajaan, Op. Cit. Hal 73
“Mustafa, Delly, 2013. Birokrasi Pemerintahan. Alfabeta, Bandung. Hal 75.
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kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara antara lain

kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan

sebagainya'®.

sisi pendekata : a [ artl sesuatu yang
harus dilak

menjadi ciri

jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya Suryaningrat mengatakan bahwa

pemerintah merupakan salah satu subkomponen geografis satu Negara yang

1°CST Kansil dan Christine, 2011. Ilmu Negara (Umum dan Indonesia; Edisi Revisi). PT. Pradnya Paramita,
Jakarta. Hal 110

Suryaningrat, Bayu, 2010. Mengenal llmu Pemerintah. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 9

Delly,.Op. Cit. Hal 76



29

berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah
tertentu'”.
Sementara itu Ndraha mengatakan bahwa pemerintah adalah organ yang

ublik dam"berkewajiban memperoses

pada suatu
menerima
)
1"
=
"g 0 y ang memiliki
Er - tugas, fung ostitusi suatu
E- i negara seb gka . ) emerintah wajib
- = -
- o memenuhi al ; 1syara uta - han pelayanan
: E. ang dimonopol emerintah i 1diri agan tuntutan yan
= yang S€l yang
s 5 ;
g *E*- diperintah 1 tah harus dapat
5 = . . o
-, menjamin ke etertiba erlidunga as at. Thwal ini sesuai
—
w2
7} = dengan pendar merupakan satu-
o
'E ] satunya lembaga dan menjamin sistem
B =
s . -
E o ketertiban dan peny yang dibutuhkan oleh
E masyarakat bagi kepenting
jov
=

Beberapa ahli membagi pengertian pemerintah menjadi 2 bagian yaitu
pemerintah dalam arti sempit dan pengertian pemerintah dalam arti luas. Delly
mengartikan pemerintah dalam arti sempit yaitu sebagai organ negara pelaksana
tugas-tugas eksekutif saja, sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah seluruh

lembaga/organ negara yang menjalankan kewajiban negara sebagai organisasi

' Sarundajang, 2012. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Kata Hasta Pustaka, Jakarta. Hal 25
2% Ndraha,.Op. Cit Hal 6
! Awang, Azam, Wijaya, 2012. Ekologi Pemerintahan. Alaf Riau, Pekanbaru. Hal 7
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sosial (societal) yang sangat besar dan komplek, eksekutif, yudikatif dan auditif™.
Tidak jauh berbeda dengan pendampat sebelumnya CST Kansil dan Christine

mengatakan pemerintah dalam arti sempit dimaksutkan khusus kekuasaan

sara temasuk DPR?.

pemerintah yang 0 ’ nerintah penunjang
(auxeliry Dasar Negara
Republik inggi sampai
pemerintah

Mela eori-teori ya ) ahan merupakan

pemerintah . Kalau diamati lebih mendalam inti dari pemerintahan yaitu dari
rakyat karena semua pemerintahan apapun bentuknya berasal dari rakyat dan
untuk rakyat, maka dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan harus
melibatkan rakyat baik itu secara demokrasi langsung maupun representatif.

Pemerintah tidak akan memiliki peran manakala tampa adanya pemerintahan

2Delly,.Op. Cit. Hal 76
# Kansil & Christine., Op. Cit. Hal 150
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karena esensi pemerintah menunjukkan lembaga yang tidak dinamis sedangkan
pemerintahan merupakan kegiatan/proses, cara aktivitas yang dilakukan oleh

pemerintah.

dan dalam arti sempit

SEC R

yudikatif ‘dalam 1 enc gkan dalam arti sempit
pemerintahanac ala keg ' C publik yang hanya
meliputi ke uas dan dalam
arti sempit ¢ am arti sempit,
yaitu lebih ikemukan oleh
Montesquieu ya erpe G 53 : engenai fungsi
(tugas) maup ai alat_pe : : aksanakannya yang

terdiri dari.

1.

raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet)
3. Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah

Agung dan pengadilan dibawahnya)®.

2.1.6 Fungsi Pemerintah

*Suradinata, Ermaya, 2011. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan (Dalam Kondisi Era
Globalisasi). Edisi Revisi. Ramadan, Bandung. Hal 6
(ST Kansil & Christine., Op. Cit. Hal 4
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Pemerintah dibentuk pada awalnya untuk memberikan sistem keteriban
seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya
diberbagai bidang dengan lancar. Seiring dengan berkembangnya pemikiran
manusia, dinamika yang ada ditengah-tengah-masyarakat memperluar fungsi dan
peran pemerintah tidak hanya sebatas memberikan perlindungan akan tetapi juga
memberikan fungsi pelayanans, fungsi-pembangunan dan fungsi pemberdayaan.
Rasyid sebagaimana yang dikutip oleh labolo mengatakan bahwa fungsi
pemerintahan menjadi empat bagian yaitu  pelayanan (publik service),
pembangunan (developement), pemberdayaan (empowering), dan Pengaturan
(regulation)®®.

Bintaro menyebutkan peranan dan fungsi pemerintahanan adalah
perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat,
tergantung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah filsafat hidup
kemasyarakatan dan filsafat politik masyarakat tersebut. Ada negara-
negara yang memberi kebebasan yang ccukup besar kepada anggota-
anggota /masyarakat untuk/i m¢aumbuhkan perkembangan masyarakat,
sehingga pemerintah diharapkan tidak perlu banyak campur tangan dalam
kegiatan masyarakat itu sendiri. Pada masa lampau dalam bentuknya yang
ekstrim, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan “Laisser Faire”.
Namun ada pula negara-negara dimana filsafat hidup bangsanya
mengehendaki negara dan pemerintah memimpin dan bahkan mengurus
hampir segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat bangsa tersebut.
Filsafat politik sosialis yang traditional mendasari orientasi seperti itu. Hal
ini berkaitan dengan pandangan hidup pemerintah sebagai pemegang
mandate kepercayaan untuk mengusahakan kepentingan masyarakat secara
keseluruhan, harus mengusahakan pula keadilan. Dan ini perlu dinyatakan
dalam tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan
ekonominya)®’.

Teori yang dijelaskan Bintaro di atas menjelaskan terdapat dua macam

fungsi pemerintah apabila ditinjau secara mendalam secara filosofi. Pertama

*Labolo Muhadam, 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, konsep, dan
pengembangannya. Rajawali Press, Jakarata. Hal 32
“’Syafiie.,Op. Cit. Hal 33
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pemerintah tidak terlalu memiliki fungsi yang luas dan memberikan kebebasan

kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan bidang-bidang yang ingin

dilakukan oleh masyarakat, kapasitas pemerintah mengatur dan mengurus

Se

fungsi peme
fungsi yang

yang diperi i 5 i cbagai ‘. jasa publik yang

permintaan yang diperintah baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, politik maka
fungsi yang diberikan harus semakin besar untuk mengimbangi kebutuhan
masyarakat. Fungsi primer merupakan fungsi yang dimonopoli oleh pemerintah

fungsi ini hanya bisa dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan tidak dapat

dilimpahkan kepada lembaga apapun.

*Ndraha, Kybernologi., Op.,Cit. Hal 76
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Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif
dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin

tinggi taraf hidup semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif

iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

Dalam sistem negara kesatuan melahirkan sebuah hubungan antara

pemerintah pusat dan daerah, yaitu hubungan pembagian kekuasaan secara
vertical. Apabila berbicara sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang
mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan

secara horizontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut

297, .
Tbid

*Thoha, Miftah, 2012. Birokrasi Pemerintahan dan Kekuasaan di Indonesia. Metapena Institu

Empower, Yagyakarta. Hal 133
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pendapat Jimly Asshidigie pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti
perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara verikal ke bawah. Pembagian

kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa

dicanangkan dalam rangka tercap 1 bangsa yang lebih demokratis dan
system pemerintahan yang lebih responsif. Otonomi daerah menjadi bahasa yang
menarik, karena dalam konsep otonomi tersebut terkandung makna, pembagian

kewenangan, desentralisasi, pola hubungan pemerintah pusat dan daerah.*

31 Juanda, 2008. Hukum Pemerintahan Daerah. PT. Alumni, Bandung. Hal 37

**Sunarso, Siswanto, 2011. Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah. Cetakan
Kedua. Mandar Maju, Jakarta. Hal 5

33 Arenawati, 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Cetakan Pertama. Fisip Untirta Press
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Konsekuensi logis dari komitmen para founding fathers yang memilih
sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melahir kan

pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara hirarkis

konsep ini harus sebag . oY minya. Bhenyamin
Hoessein yang d ) 1. ¢ : overment memiliki
tiga arti. P¢

dilakukan o

dan juga tugas pembantuaan®>. Menurut Fauzi dan Zakaria desentralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam
kerangkan negara kesatuan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan oleh
pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan perangkat

pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan

3*Nurcholis, Hanif, 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo, Jakarta.
Hal 1
»Nurcholis, 2007. Op,. Cit. Hal 13
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kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi
kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Sementara itu

tugas pembantuan (medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah

implikasi yang lan serius. Otonom ( nena politis yang
menjadikan pe \goara _' fibthan . ) bkratis ke arah

desentralist

diaplikasinya konsep otonomi daerah maka dengan itu konsep demokrasi yang
sesungguhnya telah dilaksanakan di seluruh Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

3%Fauzi, Noer dan R. Yando, Zakaria, 2010. Mensiasati Otonomi Daerah :Cetakan Kedua. INSIST
Press, Yogyakarta. Hal 11
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2.1.8 Kebijakan Publik

Kebijakan pemerintah merupakan suatu kebijakan yang sangat terkait

dengan masalah-masalah publik yang ada disuatu negara. Kebijakan sangat

kegiatan
bagi mer
kebijakan ek at difahar ah Al an suatu kegiatan
yang bukan

Diera seperti padz ara | pya diusulkan oleh
lembaga pe ah, jug ar seseorang atau
sekelompok ¢

kebijakan.

kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu’®.

Para ahli kebijakan masih silang sengketa mengenai konsep kebijakan dan
sering menjadi perdebatan, oleh karena itu Wahab memberikan beberapa
pedoman instilah kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

3"Winarno, Budi, 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus, Edisi Revisi. CAPS, Yogyakarta. Hal 20

¥ Agustino, Leo, 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. Hal 7
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2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari
administrasi

3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit
D

Islamy me g 1 adala , on followed by

keputusan (decision) yang menga pemilihan diantara berbagai alternatif
yang ada.
Berdasarkan pendapat berbagai sebagaimana yang telah dijelaskan di atas

maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau

kegiatan-kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang,

¥Wahab, Solikhin, Abdul, 2012. Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta. Hal 40-50

“Islamy, Irfan, 2010. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta. Hal
12
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suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan-

keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna

mencapai maksud dan tujuan tertentu.

10le society atau
seluruh  anggota
1blik sebagai a

yram pencapaian

="

@
=
=~
8
=
28
2
(@]
a9,

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang didalamnya
terdapat taktik atau strategi yang memiliki tujuan dan sasaran tertentu, akan tetapi
kebijakan publik lebih bersifat memaksa dan memiliki kekuataan hukum sehingga

objek kebijakan diwajibkan untuk mematuhi kebijakan tersebut.

*'Winarno.,Op. Cit. Hal 17
“Ibid
“Lubis, Solly, 2014. Kebijakan publik. Mandar Maju, Bandung. Hal 7
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Publik Policy memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah, karena
kebijakan publik merupakan senjata bagi pemerintahan untuk menjalankan sistem

pemerintahannya, kebijakan publik merupakan isntrumen untuk mengatur dan

mempunyai
*_ Pendapat
sebelumnya s
kebijakan
karenanya
tingkatan se

bersifat nasional, regio l ndang-undang, peraturan

a sengaja relatif stabil yang
dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-
hal yang menjadi perhatian bersama™.

Berdasarkan pendapat tersebut kebijakan publik, dapat disimpulkan

bahwa kebijakan yang dilahirkan oleh lembaga pemerintah adalah aturan tertulis

*Koryati, Dwi Nyimas, Dkk. 2010. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. YPAP,
Yogyakarta. Hal 7

“Ibid. Hal 18

*Islamy.,Op. Cit. Hal 6
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merupakan keputusan formal bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan
tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan

menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan publik

pemerintah.

3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,
dan bukan bermaksud apa yang dilakukan.

4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah
mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negative (keputusan
pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

5. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif)*’.

“"'Widodo, Joko, 2010. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada
Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendikian, Surabaya. Hal 190
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Dalam proses kebijakan publik terdapat beberapa tahap yang harus dilalui
dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang saling berkaitan, sehingga

kebijakan publik dapat berdampak positif ataupun sebaliknya yaitu memberikan

ngembangkan
memecahkan

=2 2

T

bijakan? Adakah
an?*®.

g ” am formulasi
3. Pener

&
. | % 1
5. ~ ’;& . lan atau dampak

-
[
=

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang
lain secara langsung.®’ Pelayanan ( Service ) adalah sebagai suatu perbuatan
(deed). Suatu kinerja (Performance) atau suatu usaha (effort).”® Pelayanan adalah

produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-

*®Subarsono. A. G, 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Toeri dan Aplikasi). Pustaka
Pelajar, Yogyakarta. Hal 12-13

* Monir, 2003. Kepemimpinan Birokrasi, dalam ( Harbani Pasolong ), Alfabeta, Bandung, Hal 198

>0 Ibid Warella
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usaha manusia dan menggunakan peralatan.”' Gronroos, pelayanan adalah suatu
aktivitas atau serangkaian aktivitas yang berisifat tidak kasat mata (tidak diraba)

yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan pegawai

3.  Kondisional
4.  Partisipatif
5. Kesamaan Hak

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban>*

3! Ibid Ivancecevich

>2 Tbid

53 Ibid, Warella (2004)
54 Ibid Sinambela



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

45

2.1.10 Konsep Evaluasi
Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses,

outputs, dan outcomes melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan tersebut

dasar ya ) or input ini dapat

meliputi su

Indi ut memfokusk A hasil atau produk
[ - o

yang dapat dihasilkan dari sistem ate ses ki ka dikator hasil ini

misalnya bera berapa

penduduk m C : ak e kian seterusnya.

Dan terakhir indike ampak pada pertanyaan
rkena kebijakan

adalah :
a) Model befora-after yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah

suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah before;
b) Model das solen-das sein yaitu perbandingan antara yang seharusnya

dengan yang senyatanya;

> Nurcholis, 2005. Http.//Teori dan Konsep Evaluasi, Him.67, diakses 27 Mei 2017, 21.35 Wib
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¢) Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakukan).”®
Adapun evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering

disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan

penilaian ‘eva be i i ‘,ﬁ al nilai atau
manfaat hasil (U e\ ng valid dan dapat
dipercaya meng a ke AN ' ebutuhan,nilai,dan
kesempatan

mengemukake

Evaluasi adalah proses pe antara standar dengan fakta dan

analisisnya.”®

2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai dasar dalam

penyyusunan penlitian. Tujuanya adalah untuk menetahui hasil yang telah

38 Ibid, Ndraha, 2003. Him.201
37 Ibid, William N Dunn, 1999.
% Ibid, Ndraha . 2003 Hal 201
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dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan
gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

Kajian yang digunakan yaitu mengenai disiplin kerja yang berpengaruh terhadap

kinerja pegwai. Re at eliti : : pada table berikut:

Y

Pelayanan
nya dapat
dikatakan
Kurang
Optimal

8
LTS Y ) !

Bahwa
Motivasi
kerja dan
disiplin
kerja
Viotivasi berpengar
Kerja dan |uh
PNS Disiplin terhadap
(Studi Kerja kinerja

e}
<!
o
aQ
o

=N

Arsyenda

(2013)

Kasus: pegawai.
DPMPTS Selain itu
P kota juga dapat
malang) diketahui
bahwa
disiplin
kerja lebih
pengaruhn

y terhadap
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kinerja
pegawai
BAPPED
A kota
malang

kinerja
pegawai.
Variabel
yang
paling
besar
pengaruhn
ya dalam
membang
un kinerja
pegawai
adalah
varibel
kompetens
i

dan referensi dalam penelitian ini, maka dapat penulis uraikan perbedaan dan

persamaan antara penelitian dengan penelitian terdahulu. Dimana pada penelitian

Intan ratna maharani (2010) yang berjudul Analisis Pelayanan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, sadapun persamaan

dalam penelitannya adalah sama-sama Dinas Penanaman Modal sedangkan
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perbedaan dalam penelitan ini adalah Analisis, Kuntitatif dan Survey adapun

ahasil penelitiannya bahwa pelayanannya dapat dikatakan urang Optimal.

merupakan Bahwa kompetensi, disiplin dan lingkungan kerja berpengaruh

terhadap kinerja pegawai. Variabel yang paling besar pengaruhnya dalam

membangun kinerja pegawai adalah variable kompetensi.
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2.3  Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan proposisi tentang kerangka konsep

pemencahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka

Gambar II.

) b ekt

NS §

L2

AN ED

|

\

Efektivitas
Efisiensi
Kecukupan
Perataan
Responsivitas
Ketepatan

Sumber; William N Dunn, 2003
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24  Konsep Operasional.

1. Kebijakan merupakan tidakan yang diusulakna oleh individu atau

sekelompok orang pemerintah yang dalam suatu lingkungan tertentu

berdasarkan jenis surat 1zin yang dibutuhkan. Surat izin tersebut
diterbitkan oleh unit teknis yang bersangkutan.

6. Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran,pemberian angka dan
penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai
nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi

yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu
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seberapa jauh kebutuhan,nilai,dan kesempatan telah dapat dicapai

melalui tindakan publik. Konsep ini mengemukakan enam langkah

dalam evaluasi kebijakan:

2.5

penelitian ini

Tabel 2.1 Lvaluasi Pelayanan
erpadu Satu Pintu
Konsep Ukuran
1 4 5

Evaluasi dapat | Evaluasi | 1.Efektivitas a.Proses Baik
disamakan Pelayanan pemberian
dengan Pada Pelayanan
penaksiran,pemb | Dinas Cukup Baik
erian angka dan | Penanama b.Pelaksanaan
penilaian n Modal, pogram  Proses
evaluasi Pelayanan Pelayanan Kurang
berkenaan Terpadu Baik
dengan produksi | Satu Pintu c.Sumber Daya
informasi dan pendukung

%% Ibid, William N Dunn, 1999.
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nilai
manfaat
kebijakan
evaluasi

mengenai
atau
hasil
yaitu
memberi
informasi

yang

> 2 22

sttt

dicapai

tindakan puk
Menurut
William N
Dunn
(2003:608-€

Perdagan
gan

Kabupate
n Lingga

pelaksana.
d.Sarana dan
prasarana
pendukung.

Kurang

pemberian

Baik
Cukup Baik
masah | Kurang
. Mengevaluasi Baik
setiap
terlaksanya
pelayanan
c. Solusi dalam|
pemecahan
masalah
1 2 3 4 5
4.Pemerataan a.Kualitas usaha | Baik
penyelenggaraa
n proses
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Layanan Cukup Baik
b.Seberapa

banyak usaha Kurang
dalam proses Baik

Baik
Cukup Baik

Kurang
Baik

Baik

-ttt \\\\“ v “

Cukup Baik

Kurang
Baik

Sumber : Olahan Penulis 2019

2.6  Teknik Pengukuran
Untuk mempermudah menganalisa data, maka penilaian terhadap
pelaksanaan variabel atau indikator dibagi dalam tiga tingkatan atau variasi,

adapun penilaian tersebut adalah: Baik, Cukup Baik, Kurang Baik .
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Untuk melihat hasil Evaluasi Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Lingga maka
dibuatkan pengukuran variabel sebagai berikut:

Baik :Ap ; indi alue it Pelayanan Pada Dinas

Kurang Bail abi A & ; asi’ Pelayanan Pada

Satu Pintu dan

ndikator penilaian
adalah sebagai b
1.
Baik : 2 : entase jawaban yang telah diberikan

oleh responden tentang adanya program-program dan sumber
daya pendukung yang diberikan dalam Evaluasi Pelayanan Pada
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Perdagangan Kabupaten Lingga yang terdiri dari 4 sub indicator

tersebut, diantaranya proses pemberian izin, pelaksanaan
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program, sumberdaya pendukung pelaksana serta sarana dan

prasarana dengan jawabanberkisar 67 % - 100%.

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan

prasarana dengan jawaban berkisar 0% - 33%.

2. Efesiensi yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai
hasil yang diinginkan
Baik :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan

oleh responden tentang adanya sebuah usaha atau kegiatan

tersebut dilaksanakan kepada masyarakat mengenai Proses
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Pemberian Pelayanan yang terdiri dari 3 sub indicator tersebut,
diantaranya pelaksanaan proses Pemberian Pelayanan

penyusunan metode kegiatan proses Pemberian Pelayanan dan

Pemberian Pelayanan
S .00
% ah diberikan

Pelayanan ,

TS0 bl

1“
uQ
=+
o,
=3
&
o
[¢]
=
:
=]

Kurang Baik

e
)
%
=
)
S
&
-
o
a9
2
3

akat mengenai Proses
dari sub 3 indicator
tersebut,diantaranya pelaksanaan proses Pemberian Pelayanan ,
penyusunan metode kegiatan proses Pemberian Pelayanan dan
tingkat pemahaman metode proses Pemberian Pelayanan
dengan jawaban berkisar 0% - 33%.

3. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan

memecahkan masalah.
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Baik :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan
oleh responden tentang adanya sebuah usaha atau kegiatan

tersebut dilaksanakan kepada masyarakat mengenai Proses

o
Cukup Bail : Se \ : elah diberikan

Kurang Baik :A : 2 ban yang telah diberikan

¢ % ‘ usaha atau kegiatan
tersebut d anaka R masyarakat mengenai Proses

Pemberian Pelayanan  yang terdiri dari sub 2 indicator
tersebut,diantaranya  langkah-langkah  dalam  pemecahan
masalah, solusi dalam pemecahan masalah dengan jawaban
berkisar 0% - 33%.

4. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada

kelompok masyarakat yang berbeda.
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Baik :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan
oleh responden tentang adanya penilaian pada hasil atau

seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam Proses Pemberian

g ‘ ersebut, diantaranya
R W -

ﬂ elayanan ,
'.

\lq’

| RANNY

Kurang Baik : i ; entase jawaban yang telah diberikan
oleh responden tentang adanya penilaian pada hasil atau
seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam Proses Pemberian
Pelayanan yang terdiri dari 3 sub indicator tersebut, diantaranya
kualitas usaha penyelenggaraan proses Pemberian Pelayanan ,

seberapa banyak usaha dalam proses Pemberian Pelayanan ,
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serta hasil kegiatan penyelenggaraan proses Pemberian
Pelayanan dengan jawaban berkisar 0% - 33%.

5. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,

Baik

Cukup Baik g telah diberikan

memfokuskan

Kurang Baik :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan
oleh responden tentang adanya penilaian dalam memfokuskan
diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat
luas dan Pemerintah dalam Proses Pemberian Pelayanan yang

memiliki tidak ada memenuhi 2 sub indicator tersebut,
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diantaranya dampak terhadap pemerintah, dampak terhadap
masyarakat dengan jawabanberkisar 0% - 33%.
6. Ketepatan yaitu apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.

Baik

Cukup Bai abila rata-rat se waban yang telah diberikan

memfokuskan

=2

\
<>
5
<
oo
=
)
2
g
=
oo
g
o

Kurang Baik :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan
oleh responden tentang adanya penilaian dalam memfokuskan
diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat
luas dan Pemerintah dalam Proses Pemberian Pelayanan yang

memiliki tidak ada memenuhi sub 2 indicator tersebut,
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diantaranya hasil terhadap pemerintah, hasil terhadap

masyarakat dengan jawaban berkisar 0% - 33%.

%

» A M\ ‘.

o
o
o
o
4
o
‘
’
¢

s
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BAB III
METODE PENELITIAN

.......

mengenai (
penelitian berug ang dila ! nilai variabel.

Adapun u

baiknya suatu instansi dilihat dar
33 Populasi dan Sampel penelitian

Populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan-satuan atau individu-
individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui, banyaknya individu atau elemen
yang menjadi anggota populasi disebut ukuran populasi. Sementara itu Sampel

adalah sebahagian populasi yang memberikan keterangan atau data yang

63



64

diperlukan dalam suatu penelitian, dengan kata lain sampel adalah himpunan
bagian dari populasi.'

Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan sampel Penelitian

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
I disay yejepe 1ul udwnyo(g

Persentase

1. 100 %
2. 100 %
3. 100 %
4. 100%
5. 100%
6. 100%

100%

34

diolah akan menunjukkan suatu fakta, intinya ada dua bagian data yang sering

digunakan didalam suatu penelitian yaitu data primer dan data sekunder.”

"'M. Toha Anggoro, 2010, Metode Penelitian, Jakarta, Universitas Terbuka. Hal. 43.
Victorianus Aries Siswanto, 2012, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian, Y ogyakarta, Graha
Ilmu.hlm. 53
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1. Data primer
Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk

menjawab masalah penelitiannya secara khusus, data ini langsung

Observasi adalah

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis

untuk kemudian dilakukan pencatatan.’

3 Joko Subagyo, 2011, Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek, Jakarta : Rineka Cipta. HIm.
62.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

66

2. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik

penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada

demikian yang digunakan sebagai bahan Dokumentasi dalam
penelitian ini berupa setiap bahan tertulis seperti buku, surat kabar,
majalah, leteratur-leteratur lain yang memiliki keterkaitan dengan
permasalahan yang diteliti. ataupun foto-foto dan film sekaligus

dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data

*Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta, Rineka
Cipta.hal 274.
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yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk

meramalkan suatu kejadian.

3.6 Teknik Analisa Data

pada tiap-t
dalam kues

Dima
dengan bebe

1. Jawaban

‘:‘Yﬁ

Jawaban 3
3. Jawaban ang

Adapun uji kuesione dir1 dari dua jenis pengujian
yaitu :

1. Uji Validitas, dimana pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner
dianggap  valid  apabila  benar-benar mampu  mengukur
variabelnya.Pengujian terhadap validitas masing-masing item
Pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian ini menggunakan

metode korelasi product moment terkoreksi (corrected item-total

correlation) pada tingkat signifikasi alfa = 5%. Dimana untuk jumlah
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responden 50 orang maka jumlah r hitung pada tingkat signifikan alfa
5 % adalah 0,279. Menurut metode ini jika suatu nilai r hitung > r

table maka pertanyaan pada kuesioner dikatakan valid, demikian pula

0,60 maka

*Sugiyono, 2012,Statistik Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung.Hal 373.
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BAB 1V

HASIL PENELITIAN

Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder Districh Thoarden untuk daerah

yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau
Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah keresidenan yang dibagi menjadi

dua afdelling yaitu :

69



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

70

1. Afdelling Tanjung pinang yang meliputi Kepulauan Riau — Lingga,
Indragiri Hilir, dan Kateman yang kedudukannya berada di wilayah

Tanjungpinang dan sebagai penguasanya ditunjuk seorang Residen.

Propinsi Sumatera Te bal 18 Mei 1950 menggabungkan diri

ke dalam Re ﬁ‘ ‘ epule i1 status daerah Otonom
Tingkat II y ﬂ‘ gan membawahi
empat daerah ngpinang meliputi
wilayah Kecam ntan Timur, Galang,
Tanjungpinang Bara .‘Q . ] karang). 2. Kewedanan

Karimun meliputi wilayz n, Kundur, dan Moro. 3.

Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Kecamatan Singkep,
dan Kecamatan Senayang. 4. Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah
Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan
Bunguran Timur.

Kemudian berdasarkan atas dari Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan

mempedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Pebruari 1964 No. 524/A/1964
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dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau per - tanggal 9
Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, tanggal 15 Nopember 1965 No.UP/256/5/1965

menetapkan terhitung mulai Tanggal 1 Januari 1966 semua daerah administratif

Kota Administra j : : jadi K Tanjungpinang yang

mana ) #PS % % : ahi Kecamatan

tahun 2003 dibentuklah Kabupaten Lingga sesuai dengan UU No. 31/2003
tanggal 18 Desember 2003, yang mana memiliki wilayah Kecamatan Singkep,
Singkep Barat, Lingga, Lingga Utara, Senayang. Dan sekarang pada tahun 2017
Kabupaten Lingga di mekarkan menjadi 9 kecamatan dengan menambahkan

Selayar, Lingga Timur, Singkep Pesisir dan Singkep Selatan sebagai Kecamatan

baru.
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Kabupaten Lingga terletak di antara 0 derajat 20 menit Lintang Utara

dengan 0 derajat 40 menit Lintang Selatan dan 104 derajat Bujur Timur dan 105

derajat Bujur Timur. Luas wilayah daratan dan lautan mencapai 45.456,7162 km

dalam rangka untuk memecahkan masalah kependudukan.

Salah satu usaha untuk menekan laju dari pertumbuhan penduduk tersebut
dilakukan pemerintah melalui program Keluarga Berencana (KB). Jumlah
penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi
dengan persebaran penduduk. Menurut hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk

Kabupaten Lingga tercatat 90. 641 jiwa dengan kepadatan penduduk 43 jiwa per
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km® . Penduduk terbanyak dan kepadatan tertinggi tercatat di Kecamatan Singkep
yaitu sebanyak 28.006 jiwa dengan kepadatan 57 jiwa per km® . Kecamatan yang

memiliki penduduk paling rendah adalah Kecamatan Lingga Utara yaitu 10.195

1“‘\?
@

<*

. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan dan Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan
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Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum serta Urusan

Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman;

Perlindungan

erintahan Bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

9. Dinas Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Kebudayaan;

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B

menyelenggarakan Urusan Pemeritahan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;
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11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;

12. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan

13

2

=
r
7

aga Tipe B
ang Pariwisata
an Olah Raga;

erpadu Satu Pintu

S M

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
I disay yejepe 1ul udwnyo(g

Urusan Pemerintahaan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Fungsi Aset Daerah;
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2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi

Penunjang Pendapatan Daerah;

3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A

1. Struktur Organisai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

b. Sekretariat

' Pasal 2 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
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o

. Bidang Penabaman modal

d. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

e. Bidang Pengawasan, Pengaduan Dan Advokasi

a. Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negri dan Luar Negri
b. Seksi Bina Pasar dan Perlindungan Konsumen
Adapun jenis Pelayanan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga bagai berikut :
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Tabel 4.1 Jenis-jenis Pelayanan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga
Jenis-jenis pelayanan

1.

© N

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Izin Prinsip Penanaman
modal;

Izin Prinsip Perluasan
Penanaman Modal;

Izin  Prinsip  Penanaman
Modal;

Izin  Prinsip Penggabungan
Penanaman Modal;

Izin Usaha;

Izin Usaha Perluasan;

Izin Usaha Perluasan;

Usaha Penggabungan
Perusahaan;

Pembatalan Izin Prinsip dan
Izin Usaha;

Pencabutan Izin Prinsip dan
Izin Usaha;

Izin

Surat Izin Usaha  Jasa
Konstruksi (SIJUK);

Izin Mendirikan Bangunan
(IMB);

Surat Izin Peraktek Bidan;
Surat Izin Peraktek Perawat;
Surat Izin Pendirian * Balai
Pengobatan/Klinik Kesehatan;
Surat Izin Pendirian Rumah
Bersalin;

Wajib Daftar Tukang Gigi;
Surat Izin Tabib;

Surat Izin Perawat Gigi;

Surat Izin Peraktek Apoteket;
Izin toko obat

Izin operasional rumah sakit
kelas d pratama

Izin operasional klinik

Izin laboratorium klinik umum
pratama

35.

36.
. Y

38,

B9:
40.
41.

42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.
49.
50.
51.

559
53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.

Perizinan pelaksanaan unit
pelayanafithemodialisa

Izin laboratorium optik

Izin wsaha Kkecil obat tradisional
(ukot)

Surat izin pengobatan tradisional
(sipt)

Izin praktek apoteker

Surat izin kerja radiografer (sikr)
Surat izin kerja “okupasi terapis
(sikot)

Surat izin kerja perawat gigi (sikpg)
Surat izin kerja teknisi gigi (siktg)
1zin laboratorium

Izin ‘usaha kecil/mikro obat Surat
1zin unit transpusi darah

Surat izin praktik terapis wicara

(siptw)

Surat’ izin praktik tenaga gizi
(siptgz)

Surat izin kerja tenaga gizi (siktgz)

(sik perekam medis)

Surat izinkerja analis keschatan
Surat izin kerja perawat anastesi
(sikpa)

Surat izin praktik perawat (sip-p)
Surat izin kerja bidan (sik-b)

Laik hygiene depot air minum
(dam)

Surat izin praktik dokter intersip

(sip)
Surat izin praktik dokter gigi
spesialis

tradisional (umot)

Izin kerja refraksionis optisien

Surat izin kerja tenaga teknis

Surat izin kerja ortosis prostetis
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Jenis-jenis pelayanan

25. Perizinan pelaksanaan klinik (sikop)
pelayanan hemodialisa 61. Swurat izin kerja tenaga sanitarian

26. kefarmasian (sikttk)lzin kerja (sikts)

daftar  budidaya
27. '
28.
29.
30.

(iup)Izin

31.
32.
33.

34.

Tabel 4. 2 Identitas R

No. Tingkat Persentase
(Tahun)

1 21-30 375 %

5 31-50 15 62.5 %

Jumlah 24 100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2019
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Pada tabel V. 1 dari 24 responden dapat terlihat responden yang berumur

21-30 tahun sebanyak 9 responden atau 37,5%, sedangkan responden yang

berumur 31-50 adalah 15 orang atau 62,5 %.

o
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o
=
0]

diketahui bat

SMA/SLTA, s

disimpulkan bahwa responden yang digunakan cukup berkompeten untuk
digunakan sebagai responden didalam penelitian ini untuk memperoleh data dan
informasi yang dibutuhkan.

4.3 Evaluasi Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Lingga

Surat rekomendasi merupakan surat pernyataan pendapat dari Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
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Kabupaten Lingga sebagai salah satu syarat terbitnya suatu izin yang dikeluarkan
pemerintah sebagai surat izin untuk membuka usaha Non Perizinan tersebut.

Dalam rangka melaksanakan asas dekonsentrasi maka kantor Dinas Penanaman

dan Pelayana atu : : ingga , maka
diharapkan
Perizinan dz

Keberhasila : : . ‘_ : ang baik dan

berkualitas a memu : elayanan Dinas

masyarakat.
Evaluasi Pelaksanaan Pada Dinas Penanman Modal, Pelayanan Telayanan
Terpadu satu pintu dan Perdagangan Kabupatan Lingga tersebut dapat dianalisa

melalui hasil penelitian berikut ini.
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4.3.1 Efektivitas
Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Perdagangan langsung memberikan informasi kepada masyarakat. Dan informasi

Penanaman Modal

si Pelayanan
du Satu Pintu

v
Jumlah
o ’ umla
A
Peroses 1_'; .
1 ! f Vo 5
2 5
Sarana dan Prasarana Penduk
dalam Pelayanan di Dinas
3 | Penanaman Modal 1 3 1 5
Jumlah 3 5 4 15
Rata-rata 1 2 1 5
Persentase 20% 40% 20% 100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019
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Berdasrakan tabel V.3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang
menjelaskan tentang Efektivitas kepada masyarakat Evaluasi Pelayanan Pada

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan

berjumlah 2

1lah 2 orang,

Sumber Daya

Pendukung baik berjumlah

0 orang, j: mlah 3 orang,

sedangkan den

saat wawancara di ruangannya, kantor Dinas Penanaman Modal :

“Mengenai Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpdau Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Lingga belum terlaksan
adengan optimal. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
terkadang diperlambat dikarenakna dalam pelayanan masyarkat tidak
melengkapi persyaratan”.(Senin 24 Juli 2019 PUKUL 10.46 WIB)
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Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal pada
saat wawancara di ruangannya, kantor Dinas Penanaman Modal dengan jawaban

yang masih sama :

=)
0»" :
=Y
)
Q
g
09
S

(]

ruangannya

berjalan
Senin 24 Juli

AARRNANSE

atakan Cukup Baik
kerana sud e Q Penanaman Modal,

Pelayanan 70
kategori pelaksa ¢ KUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepada Bidang Penanaman Modal pada

saat wawancara di ruangannya :

“Pelaksanaan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpdau Satu Pintu Dan Perdagangan umumnya sudah

berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui
dilapangan”.(Senin 24 juli 2019PUKUL 10.46 WIB)
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Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih
minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efektivitas Pelayanan pada Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan

Berdas diatas i ara, dan Observasi
tersebu r tanggapan
respond w E&IIQM inas Penanaman

N 4
Modal, P d 251/ ingga dinilai
Cukup B rsentas berjumlah 5
orang.
Tabel IV.4 i l;ias;' a -at';:l as Penelitian
elay Pada al, Pelayanan
S u D: agan; ingga
- 1 ] i
o ian N ng Jumlah
PE \ Baik | i
Peroses -
1 | Terhadap 15 45
Penanaman L,

iy disay yejepe il udwnyo(]
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Pelaksanaan P
2 | Pelayanan dan Su 15 45
Pendukung Pelaksana

Sarana dan Prasarana Pendukung
3 | dalam Pelayanan di Dinas 5 27 13 45
Penanaman Modal

Jumlah 20 72 43 135
Rata-rata 7 24 14 45
Persentase 16% 53% 31% 100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019
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Berdasrakan tabel 1V.4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang
menjelaskan tentang Efektivitas kepada Evaluasi Pelayanan Pada Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten

tabel 3 S 1 ] berjumlah 5

orang, jawaban re en aik | "T-' ah 25 orang,
sedangkan
Ite
Pendukung
berjumlah 3 o1
orang, seda

Item Tiga 2 >ras AP G ‘. ayanan di Dinas
Penanaman « ahwa kat aba baik berjumlah 1

orang, ] es at aik berjumlah 5 orang,

wawancara di ruangannya :

“Mengenai Pelayanan yang saat ini sudah berjalan dengan baik
bisa kita lihat pelayanan pada surat perizinan “.Senin 24 Juli 2019
PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid. Penanaman Modal saat

wawancara di ruangannya dengan jawaban yang masih sama :
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“Pelaksanaan Pelayanan dalamhal Perizinan Sudah Cukup Baik
Karena bisa kita lihat dalam perizinana ”.(Senin 24 Juli 2019PUKUL
10.46 WIB)

Sudah  berjalan
(Senin 24 Juni

Sebagaimana yang dikatakan oleh Masayarakat pada saat wawancara di
ruangannya :
“Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan

umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih
ditemui dilapangan”.(Senin 24 juli 2019PUKUL 10.46 WIB)
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Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat

masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efektivitas kegiataan Pelayanan

Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan

Satu Pintu Dan Pe

tang

nnsur Dinas

Evaluasi

an bahwa

Terkait
Evaluasi

Modal, Pelayanan Terpadu

N -
o Item Penilaian Cukup | Kurang Jumlah
Baik Baik Baik

Pelaksanaan kegiatan  Proses

1 . 1 2 1 5
pemberian pelayanan
Penyusunan Metode kegiatan

2 . 2 2 1 5
Proses pemberian Pelayanan

3 | Pemahaman metode kegiatan 0 4 1 5
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Proses pemberian Pelayanan

Jumlah 3 8 3 15

Rata-rata 1 3 1 5

100%

aban responden di

Pelaksanaan

<
) kA E

o
a
=]
ks
=
~
=
a
()}
vt

)
B
=
@
=.
g
o
@
&
s
g
=

kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Item Tiga Pemahaman metode kegiatan Proses pemberian Pelayanan
bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah O orang, jawaban responden
dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori

kurang baik berjumlah 1 orang.
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Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas DPMPTSP wawancara di

ruangannya :

masih sam.
“Untuk anan sudah di
susun de varakat sudah
sangat ba

“Dalam  Pemahaman = metode kegiatan Proses pemberian
Pelayanan masih kurang baik karna masyarkat masih belum memahami
metode kegiatan yang kami laksanakan”.(Senin 24 Juli 2019 PUKUL
10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas DPMPTSP pada saat

wawancara di ruangannya

“Pemahaman dalam metode kegiatan proses pemberian pelayanan
sudah berjalan dengan baik ”.(Senin 24 juli 2019PUKUL 10.46 WIB)
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Sebagaimana yang dikatakan salah satu masyrakat :

“untu pemahaman dalam metode kegiatan proses pemberian
pelayanan saya sudah paham namuan untuk sebagian masrarakat masih
ada juga yang blum paham . (Senin 24 juli 2019PUKUL 10.46 WIB)

elihat masih

Evaluasi Pelay 3 : anama d elaya sadu Satu Pintu
Dan Perdagangan Kabupaten Lingga dinilai Cu Baik dengan persentase 60%

dari jumlah

arakat Indikator
nan Pada Dinas
atu Pintu Dan

N Jumlah

0

| Pelaksapaan kegiatan ~ Proses 10 28 7 45
pemberian pelayanan

) Penyusunan Metode kegiatan 5 25 15 45
Proses pemberian Pelayanan

, | Pemahaman metode kegiatan | 30 10 45
Proses pemberian Pelayanan

Jumlah 20 83 32 135
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Rata-rata 7 28 11 45

Persentase 16% 62% 24% 100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

diatas dapat dike jumlah jawaban yang

1 responden di
Pelaksanaan
lah 10 orang,

g, sedangkan

Item Ketiga Pemahaman kegiatan proses pemberian pelayanan
menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 5 orang, jawaban
responden dengan kategori cukup baik berjumlah 30 orang, sedangkan dengan
kategori kurang baik berjumlah 10 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris pada saat wawancara di

ruangannya :
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“Mengenai metode dan proses pelayanna yang di berikan dan
dilaksanakan dengan baik agar masyarakat nyaman dengan layanan yang
kami berikan dan begitu juga masyarakat sangat puas terhadap apa yang
kami berikan selama ini.”.(Senin 24 juli 2019PUKUL 10.46 WIB)

ada saat wawancara di

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas DPMTSP pada saat

wawancara di ruangannya :

“Pelayanan yang dilakukan sudah bisa dikatakan Cukup Baik
kerana sudah banyak masyarakat yang menerima layanan kami merasa

puas namun terkait permasalahan atau hambatan yang sebagai mana kita
dengar bersama ”.(Senin 24 juli 2019PUKUL 10.46 WIB)



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

94

Sebagaimana yang dikatakan oleh Masyarakat wawancara :

“Pelayanan sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa
kendala masih ditemui dilapangan terkait pelayanan perizinan dan
pelayanan T erpadu Satu Pintu Dan Perdagangan meskipun belum secara

024 juli 2019PUKUL 10.46

lan Observasi
wa tanggapan
responden Siens i Evaluasi 3 inas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpa 1 Pi an Perdaganga paten Lingga dinilai

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Lingga untuk
memeberikan pelayanan untuk memberitahukan dan melakukan pengarahan
tentang pelaksanaan kegiatan Pelayanan masyarakat tersebut.

Untuk mengetahu bagaimana tanggapan responden tentang mendorong

penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel V.9 berikut ini.

2 |bid, William N Dunn, 1999.
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Tabel 4.8 Frekuensi tanggapan responden Unsur Dinas Untuk Indikator
Kecukupan Penelitian tentang Evaluasi Pelayanan Pada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Perdagangan Kabupaten Lingga

Frekuensi Per Kategori

sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang
responden.
Sedangkan tanggapan repsonden terhadap pertanyan mevaluasi setiap

selesai terlaksananya kegiatan dengan jumlah jawaban responden dengan kategori

baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup
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baik berjumlah 2 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori
kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Sedangkan tanggapan repsonden terhadap pertanyan adanya solusi

“Me ¢ ' )
seberapa jauh p 6 juli 2019PUKUL 10.46
WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Masyarakatpada saat wawancara :

“Mengenai Pelaksanaan Pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya
Pelayanan ”.(Rabu, 26 Juli 2019PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabak TUpada saat wawancara di

ruangannya :
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“Ketepatan Pelayanan sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan
Pertanggung jawaban Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam
Pelaksanaan bidang Pelayanan Sudah berjalan sebagaimana mestinya
dan meskipun belum maksimal, kemudian untuk ketepatan Pelayanan di
tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarkat”.(Rabu, 26 juli
2019PUKUL 10:4

pada saat

aat wawancara.

Pelayanan pada perizinan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi
tersebut dan berdasarkan tabel IV.9 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan
responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelayanan Pada Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Linggadinilai
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Cukup Baik dengan persentase 60% dari jumlah responden yang berjumlah 5
orang.

Untuk mengetahu bagaimana tanggapan responden unsur tokoh masyarakat

\!

tentang mendoron

SN

Jumlah

ﬁ\ﬂe\f\ ¥y )

45

45

45

135

45

100%

Dari tabel V.10 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan
tentang Langkah-langkah dalam pemecahan masah dinilai Cukup Baik. Hal
tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik

berjumlah 15 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 25
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orang, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 5
orang responden.

Sedangkan tanggapan repsonden terhadap pertanyan Mengevaluasi setiap

a dengan item
ketiga Sol : al : S : lah jawaban
en, jawaban
onden, sedangkan

jawaban res enga ura al ang responden.

ockah-langkah dalam
yvang diberikan cukup

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid Pelayanan pada saat wawancara
dengan jawaban yang masih sama :
“Mengevaluasi  setiap  selesai  kegiatan Pelayanan  Untuk

pelaksanaan Pelayanan pelaksanaan Pelayanan diadakan evaluasi baik

secara langsung maupun secara tidak langsung”.(Rabu 26 juli
2019PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Masyarakatpada saat wawancara :
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“Mengenai Pelaksanaan Pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal bahwasanya sudah terlaksana”.(Rabu 26 juli 2019PUKUL 10.46
WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih

minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efisiensi kegiatan mengenai langkah-
langkah pemecahan masalah dan solusi dalam pemecahan masalah.
Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi

tersebut dan berdasarkan tabel IV.10 tersebut dapat disimpulkan bahwa
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tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelayanan Pada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten

Lingga dinilai Cukup Baik dengan persentase 62% dari jumlah responden yang

pemberian

hasil kegiat

AN

Dinas DP
Modal, Pela

itu keterlib

aavlk

nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan berdasarkan jawaban

lapangan untuk kategori Kuisioner sebagai berikut :
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Tabel 4 .10 Frekuensi Tanggapan Responden untuk Dinas Indikator
Perataan Penelitian tentang Evaluasi Pelayanan Pada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Perdagangan Kabupaten Lingga

Frekuensi Per Kategori

yang menjelaskan tentang Kualitas usaha penyelenggaraan proses pemberian
Layanan dinilai Kurang Baik. Hal tersebut terbukti dari jawaban reponden dengan
kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori
cukup baik berjumlah 4 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan

kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.
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Tanggapan responden tentang Seberapa banyak usaha dalam proses pemberian
Layanan dinilai Kurang Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawabn

reponden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawabn responden

responden,

responden,

berjumlah

Sebagz

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam
kategori ataupun indikator perataan masih sangat minim namun sudah
dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya
bertukar pikiran sehingga Perataan masyarakat dalam Pelayanan dapat terlaksana

dengan baik.
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Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi
tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

tanggapan responden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan

Pada Dinas
Perdagangan

No Jumlah
1 45
Seberapa banyak
2 | usaha dalam proses 8 45
pemberian Layanan
Hasil kegiatan
1
3 | pehyeienggataan 10 29 6 45
proses pemberian
Layanan
Jumlah 26 88 21 135
Rata-rata 9 29 7 45
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Persentase 20% 64% 16% 100%

Sumber: Data Olahan Peneltian, 2019

Berdasarkan tabel V diatas dapat diketahui bahwa jawaban reponden yang

reponden dengan kategori baik be ) orang responden, jawabn responden
dengan kategori cukup baik berjumlah 29 orang responden, sedangkan jumlah
jawan responden dengan kategori kurang baik berjumlah 6 orang responden.
Sebagaimana yang dkatakan oleh Kepala Dinas DPMPTSP pada saat
wawancara :
“Perataan itu sangat penting karena dalam hal ini Kepala Dinas

Penanaman Modal ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan  pelayanan
yang mana akan berdampah positif(Rabu 26 Juli2017 PUKUL 10.46 WIB)
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Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam

kategori ataupun indikator Perataan masih sangat minim namun sudah

tanggapan

maka suda

memberikan respon terhadap kegiatan pemberdayaan, partisipasi dalam bentuk
materi, tenaga dan sebagainya. Atau berpartisipasi keterampial seperti
memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota

koordinasi ataupun anggota masyarakat lain yang membutuhkan.
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Kemudian, Responsivitas ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,
prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan

berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisioner sebagai berikut :

Tabel 4.12  Fre Dinas Indikator
D
o
No ]
-
2 il
rdagang
L il
_asimby
ta-ra
nta

responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah

0 orang responden.
Tanggapan responden tentang Dampak Terhadap Masyarakat dinilai
Kurang Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawabn reponden dengan

kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawabn responden dengan kategori
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cukup baik berjumlah 3 orang responden, sedangkan jumlah jawan responden
dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang responden.

Tanggapan responden tentang Dampak Positif dalam pelayanan Terpadu

Satu Pintu Dan dapat diketahui dari

\\\m\\\\ D, 0. esponden,

berjumlah 2

masyarakat dan Dampak Posi clayanan Terpadu Satu Pintu Dan

Perdagangan yang diamati dengan nilai Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi
tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

tanggapan responden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan
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maka sudah bisa disimpulkan Cukup Baik dengan jumlah persentase 60% di
ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 5 orang responden.
Kemudian, Responsivitas ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,

prefensi atau ni ke ok-ke - ‘ ikut penulis uraikan

ﬁ.' Penanaman

abupaten Lingga
-—

Jumlah

45

45

45

135
45
100%

yang menjelaskan tentang Dampak te ap pemerintah dinilai Kurang Baik. Hal
tersebut terbukti dari jawaban reponden dengan kategori baik berjumlah 15 orang
responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 30 orang
responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah
0 orang responden.

Tanggapan responden tentang Dampak Terhadap Masyarakat dinilai

Kurang Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawabn reponden dengan
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kategori baik berjumlah 14 orang responden, jawabn responden dengan kategori
cukup baik berjumlah 25 orang responden, sedangkan jumlah jawan responden

dengan kategori kurang baik berjumlah 6 orang responden.

masyarakat dan Dampak Posi clayanan Terpadu Satu Pintu Dan

Perdagangan yang diamati dengan nilai Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi
tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

tanggapan responden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan
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maka sudah bisa disimpulkan Cukup Baik dengan jumlah persentase 64% di

ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 45 orang responden.

diketahui

AN
3

Penanama

oo
S
z
Z
S
=1
a
S

Linggaun
masyarakat tentang
mendorong bel V.9 berikut
ini.

Tabel 4.14

@gj\\\“\ﬁ\h\

Satu  Pintu Dan

Qr

No 9 Jumlah
1 5
> | Hasil terhadap masyarakat 5
Ketepatan penggunaan
3 pelayapan terhadap 0 5 3 5
pemerintah
Jumlah 3 9 3 15
Rata-rata 1 3 1 5
Persentase 20% | 60% 20% 100%

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2019

* Ibid, William N Dunn, 1999.
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Dari tabel 4.14 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang
Hasil terhadap pemerintah dinilai Cukup Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari

jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 3 orang, jawaban

1 ﬂﬂ ategori cukup
»” g

ﬂ] engan kategori

di ruangannya :

“Mengenai Ketepatan Memberikan hasil terhadap pemerintah
dalam kegiatan Pelayanan yang diberikan cukup baik untuk Pelayanan,
masyarakat sangat berpartisipatif seperti pelaksanaan Pelayanan baik
berupa perizinan maupun yang lainnya.”.(Rabu 26 Juli 2019PUKUL
10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid Penanaman Modal pada saat

wawancara di ruangannya :
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“Mengevaluasi dalam pelayanan guna meningkatkan pelayanan

vang mana jika ada kekurangan maupun kesalahan bisa kita perbaiki
bersama-sama”.(Rabu, 26 Juli 2019PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang.dikatakan oleh masyarakat pada saat wawancara :

kami terus
1B)

S5

ncara :

ik dan memilki
1 2019PUKUL

S\ ETY

TSP pada saat

ni sangat bernilai
. 1 sehingga nantinya
Jjika ada pihe , ¢ i tuk pelayanan yang

baik kedepa genai pelaynana kami
vang kurang E 2 asi”.(Rabu 26 Juli 2018
PUKUL 10.46 WII

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat pada saat wawancar :

“hasil yang didapat baik itu dari masyarakat maupun dari
pemerintah sudah cukup baik meskipun belum secara optimal”.(Senin 24
Juli 2019PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil Observasi dilapangan, penulis melihat masih

minimnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan, yang mana di amati
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berdasarkan Ketepatan Memberikan ide-ide dalam pelayanan perizinan, sesuai

Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban yang dinilai dalam pengamatan

yaitu Cukup Baik

tentang mendo
berikut ini.

asayarakat Indikator
Pada Dinas Penanaman

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

rekuensi Per Kategori
No Item Penilaian Cukup | Kurang Jumlah
Baik | Baik Baik
1 | Hasil terhadap pemerintah 4 35 6 45
» | Hasil terhadap masyarakat 13 5 7 45
Ketepatan penggunaan
3 | pelayanan terhadap 13 28 4 45
pemerintah
Jumlah 30 88 17 13
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Rata-rata 10 29 6 45

Persentase 22% 64% 13% 100%

Sumber: Olahan Dtaa Penelitian, 2019

Dari tabel 1V.10 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan

danya Ketepatan

Berjumlah 4 Orang Responden.

Sedangkan berdasarkan hasil Observasi dilapangan, penulis melihat masih
minimnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan dan prosedurnya sehinga
itu menjadi kesulitan bersama sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung

jawaban yang dinilai dalam pengamatan yaitu Cukup Baik.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

116

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi
tersebut dan berdasarkan tabel IV.10 tersebut dapat disimpulkan bahwa

tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelayanan Pada Dinas

Tabel 4.16 eks r AS asi Pelayanan Pada
Dinas Penana - ntu Dan Perdagangan

Jumlah

Efektivitas
2 | Efisiensi 1 2 1 5
3 | Kecukupan 1 3 1 5
4 | Perataan 1 3 1 5
5 | Responsivitas 1 3 1 5
6 | Ketepatan 1 3 1 5
Jumlah 6 16 6 30
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Rata-rata 1 3 1 5

Persentase 20% 60% 20% 100%

tugas camat dalg aksanaan pemerint: desa ke layanan kepada

masyarakat ' % lai cukup baik

atau cukup mak ingga sih ¢ k ﬁw an kinerja dalam
yang lebih baik
Tabel 4.17 R valuasi Pelayanan
Pada Dinas u Satu Pintu Dan
Perdagangan Kabup
No
Item Penilaian Jumlah
Baik Cukup Kurang
Baik Baik
1 | Efektivitas 7 24 14 45
2 | Efisiensi 7 28 11 45
3 | Kecukupan 11 28 6 45
4 | Perataan 9 29 7 45
5 | Responsivitas 11 29 4 45
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6 | Ketepatan 10 29 6 45
Jumlah 55 167 48 270
Rata-rata 9 28 8 45
Persent 100%
Sumber: ) itian,
RSITAS ISL4p,

Da ‘& i 1 di @ ponden yang
menjelask luasi da man Modal,
Pelayanan Pj n Lingga dari
Efektivitas, iensi, ln_éc _ ,Ket onden yang dinilai
oelh respon bg-l:ik‘ Jlrit_il gan persentase
62%. Sehin ri jawab — - ahwa evaluasi
tugas camat laksa ak layanan kepada

s
masyarakat d produkif’, be ilai cukup baik

atau cukup maksi i tan kinerja dalam
yang lebih baik la V-

Namun, dalam p a naan Tugas Kepala Desa
Dalam Pelaksanaan Pemerintaha esa Langkitin Kecamatan Rambah

Samo Kabupaten Rokan Hulu, masih ada terjadi hambatan-hamabatan

4.4 Hambatan terhadap Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Lingga

Meskipun secara teori dan peayanan Pada Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan sudah tersusun dengan baik,



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

119

namun dalam setiap pelaksanaan suatu rencana seperti pelaksanaan Pelayanan ma

sih terjadi hambatan-hambatan atau kelemahan sehingga menyebabkan rencana

yang tersusun tersebut kurang berjalan secara efektif dari perencanaan.

anaman Modal dalam

ditetapkan dalam berkas permohonan pembuatan surat rekomendasi
Perizinan tersebut.
4. Perataan dalam ini juga terdapat hambatan yang mana hasil yang

diberikan dalam pelayanan masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
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5. Resposivitas bahwasanya berkaitan Kinerja Pegawai Belum maksimalnya
kerja pegawai bagian yang mengurus surat rekomendasi Perizinan dalam
proses pengurusan surat rekomendasi.

=\ )

.
’

[
&
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" |
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/
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BAB YV
PENUTUP

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Evaluasi Pelayanan

Pelayanan Pada enanarn Ic : du-Satu Pintu Dan

Perdagangs ? 2 o endasi pelayanan

pada hasil

indikatornya

Q ﬁ : 1kupan crataan, Responsivitas, dan
LIS

Ketepatan, maka dap hasilnya berada pada kategori
Cukup Baik dengan Persentase 60%. Selanjutnya Rekapitulasi Unsur
Dinas dalam Evaluasi Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Lingga
berdasarkan 6 indikator yang dapat disimpulkan hasilnya berada pada

kategori Cukup Baik dengan Persentase 62% , meskipun hal tersebut

didasari oleh beberapa hambatan. Oleh karena itu hasil yang diperoleh

120
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untuk penilaian evaluasi dari 3 jenis pelayanan dimana izin prinsip

penanaman modal, surat izin usaha jasa konstruksi (SIJUK), Izin

Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk pelayanan nya sudah berjalan

Agar pelayanan publik di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Lingga mengenai pengurusan
surat rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan dapat lebih dimaksimalkan lagi
dimasa mendatang, maka pihak pimpinan nya dapat :

1. Kepala Dinas diharapkan mampu membina kemampuan kerja aparatur

yang bertugas dalam memberikan pelayanan pada proses pengurusan
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surat rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan agar mampu
memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

Peningkatan kemampuan kerja dapat dilakukan melalui pendidikan

&
W
N “

n dari masyarakat

tersebut.
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